BAB I1

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Provinsi
Jawa Barat adalah instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota
Bandung. DISKOMINFO Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengalami
perkembangan berdasarkan kebijakan dan mengalami perubahan kearah yang lebih

baik, sehingga dapat menjalankan kegiatan secara maksimal.

Badan Komunikasi dan Informatika (BAKOMINFO) Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun
2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung yaitu Dinasinformasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan
DataElektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak
diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota 7 Bandung. Dengan diterbirkan dan
berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13



Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota
Bandung Tanggal 7 Agustus2009, maka BAKOMINFO menjadi Dinas

Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).

2.2 Visi Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Visi :

“Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan bandung

sebagai kota jasa bermartabat”.

Misi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan
pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.

2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan komunikasi dialogis.

3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi Masyarakat
dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi.

4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi
dan informatika pemerintah dan masyarakat.

5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang
beretika dan bertanggungjawab.

6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang

handal.



2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan adalah gambaran hubungan antar fungsi-fungsi,

bagian-bagian maupun orang-orang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung

jawab yang berbeda dalam organisasi. Bentuk organisasi pada DISKOMINFO

adalah bentuk lini. Bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang

menghubungkan langsung secara vertical antara atasan dengan bawahan, dari

pimpinan tertinggi hingga jabatan-jabatan terendah. Seperti berikut:
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Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung




2.4 Deskripsi Jabatan

A. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala
Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugastugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan
dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok,

Sekretaris mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas;

e Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayananan administrasi
kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian,

program dan keuangan;

e Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugastugas bidang;

e Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas;

e Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;

dan

Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sekretaris membawahkan :
a) Sub.Bagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup keuangan dan program.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan dan Program

mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan

program kegiatan Dinas;
Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;

Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan

urusan dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan

kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;

Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas, program dan kegiatan dinas;

Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan dan dan kebijakan di bidang komunikasi dan

informatika; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan sub

bagian keuangan dan program.



2.4.5 Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,

Tercantum Pada Paragraph 14 A Dinas Komumnikasi Dan Informatika

(DISKOMINFO) Pasal 17 A Maka Aspek Kegiatan Dinas Komunikasi Dan

Informatika Adalah Sebagai Berikut :

1.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung di bidang komunikasi,
informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan atas otonomi dan
pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan
hubungan masyarakat;

b. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang
meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan
teknologi informasi serta hubungan masyarakat

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Dinas; dan

d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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